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Abstrak
 

Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang

digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian

pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana

komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana

komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus

2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan

pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini

bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-

19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode

kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data

melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan

Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh

capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung

untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100%

FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat

sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti

menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi

pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah

Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga

dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi<hr /><em> Teleconsultation FKTP is one of the policies

issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is

the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of

communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way

communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021,

national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one

of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the

implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients

losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December

2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key

informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of

the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum

target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was

only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation

implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend
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of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out

periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity

and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be

accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation</em>


